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ABSTRAK 

Negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi 

nilai Hak Asasi Manusia yang mana setiap orang memiliki hak kebebasan. Tetapi 

ketika seorang presiden berpartisipasi dalam pemilihan umum di negara dengan 

sistem demokrasi, penting bagi presiden untuk tetap netral. Namun kenyataannya 

pada tahun 2024, presiden dengan terang-terangan memberikan dukungan terhadap 

kandidat tertentu. Penelitian ini mengkaji permasalahan keberpihakan presiden 

dalam konteks Pemilihan Umum 2024 di Indonesia, khususnya terkait penafsiran 

Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh 

karena itu, penelitian ini memiliki dua fokus utama permasalahan, yaitu bagaimana 

ruang gerak presiden untuk melakukan keberpihakan pada Pemilihan Umum Tahun 

2024 berdasarkan penafsiran atas Pasal 299 Undang-Undang No7 tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum, serta bagaimana keberpihakan presiden dalam pemilihan 

umum tahun 2024 menurut prespektif maslahah mursalah. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan 

pendekatan deskriftif-analisis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan 

peraturan perundang-undangan yang berguna untuk menganalisis regulasi yang ada 

dan pendekatan konseptual untuk menggali dan memahami konsep-konsep penting. 

Kerangka teori yang digunakan meliputi teori penafsiran hukum yang digunakan 

untuk memberikan penafsiran hukum yang pasti memberikan pemahaman yang 

lebih jelas dan mendalam tentang bagaimana Pasal 299 UU Pemilu harus 

diterapkan, serta teori maslahah mursalah yang menekankan perlunya menekankan 

pentingnya mempertimbangkan baik buruknya dalam pelaksanaan pemilu serta 

prilaku yang adil. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ambiguitas dalam penafsiran 

Pasal 299 UU No. 7 Tahun 2017, terutama terkait definisi dan batasan 

"keberpihakan" presiden dalam pemilu. Penelitian mengidentifikasi bahwa 

ketidakjelasan norma hukum ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan 

antara peran presiden sebagai kepala negara dan kepentingan politiknya sebagai 

warga negara serta terdapat kesenjangan antara regulasi dengan implementasinya. 

Presiden memiliki hak politik dalam pemilu, tetapi di sisi lain juga diharapkan 

menjaga netralitas untuk memastikan demokrasi yang sehat. Ruang geraknya diatur 

oleh hukum, norma politik, serta pengawasan dari masyarakat dan lembaga pemilu. 

Penelitian ini merekomendasikan perlunya kejelasan terhadap ketentuan Pasal 299 

UU No. 7 Tahun 2017 untuk memberikan definisi dan batasan yang lebih jelas 

mengenai keberpihakan presiden dalam pemilu. Selain itu, diperlukan penguatan 

mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin netralitas kepala 

negara dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. 

Kata kunci: Keberpihakan, Pemilihan Umum, Kampanye, Presiden 
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ABSTRACT 

Indonesia is a democratic country and upholds the value of human rights 

where everyone has the right to freedom. But when a president participates in an 

election in a democratic country, it is important for the president to remain neutral. 

But in reality in 2024, the president openly gave support to certain candidates. This 

research examines the issue of presidential favoritism in the context of the 2024 

General Election in Indonesia, specifically related to the interpretation of Article 

299 of Law Number 7/2017 on General Elections. Therefore, this study has two 

main focuses of the problem, namely how the president's room for maneuver to take 

sides in the 2024 General Election based on the interpretation of Article 299 of Law 

No. 7 of 2017 concerning General Elections, and how the president's partisanship 

in the 2024 general election according to the perspective of maslahah mursalah. 

This research uses a normative juridical research method with a descriptive-

analytical approach. The approaches used include a statutory approach that is 

useful for analyzing existing regulations and a conceptual approach to explore and 

understand important concepts. The theoretical framework used includes the theory 

of legal interpretation which is used to provide a definite legal interpretation that 

provides a clearer and deeper understanding of how Article 299 of the Election Law 

should be applied, as well as the theory of maslahah mursalah which emphasizes 

the need to consider the good and bad in the implementation of elections and fair 

behavior. 

The results show that there is ambiguity in the interpretation of Article 299 

of Law No. 7/2017, especially regarding the definition and limits of presidential 

“favoritism” in elections. The research identifies that the ambiguity of this legal 

norm has the potential to create a conflict of interest between the president's role 

as head of state and his political interests as a citizen and there is a gap between 

the regulation and its implementation. The president has political rights in 

elections, but on the other hand is also expected to maintain neutrality to ensure a 

healthy democracy. His space is regulated by law, political norms, as well as 

supervision from the public and electoral institutions. This study recommends the 

need for clarity on the provisions of Article 299 of Law No. 7/2017 to provide a 

clearer definition and limitations on presidential partisanship in elections. In 

addition, it is necessary to strengthen supervision and law enforcement mechanisms 

to ensure the neutrality of the head of state in organizing democratic elections.  

Translated with DeepL.com (free version) 

Keywords: Partisanship, General Election, Campaign, President 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan 

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini 

meng-gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba‘ B be ب

 Ta‘ T te ت

 Ṡa‘ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 Ḥa‘ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‘ Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra‘ R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

    

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa‘ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa‘ Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain ‗ koma terbalik di atas‗ ع

 Gain G ge غ

 Fa‘ F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L ‗el ل

 Mim M ‗em م

 Nun N ‗en ن
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Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Waw W w و

 Ha‘ H ha ه

 Hamzah ‗ apostrof ء

 Ya‘ Y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

 

 

 
Ditulis muta’addidah 

 

 

Ditulis ’iddah 

C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 

 

ditulis ḥikmah 

 

 

ditulis ’illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 

 

3. Bila ta’ marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan 

ḍammah ditulis t atau h. 

 

 

D. Vokal Pendek 

 

 

1. ----  َ  ̄ ---- Fatḥah ditulis a 

2. ----  َ_ ---- Kasrah ditulis i 

3. ----  َ  ---- Ḍammah ditulis u 

 

ditulis Karāmah al-Auliyā’ 

ditulis Zakāh al-Fiţri 
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E. Vokal Panjang 

 

1. Fatḥah + alif 

 

 إستحسان 

ditulis 
ditulis 

ā 
Istiḥsān 

2. Fatḥah + ya’ mati 

 

 

  أنثى

ditulis ā 
 

ditulis Unśā 

3. Kasrah + yā’ mati 

 

 العلواين

ditulis 
ditulis 

ī 
al-‘Ālwānī 

4. Ḍammah + wāwu 
mati 

 
 علوم 

ditulis 

ditulis 

û 
‘Ulûm 

 

I. Vokal Rangkap 

1. Fatḥah + ya’ mati 

 غريهم 

ditulis 

ditulis 

ai 

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati 

 

 قول 

ditulis 

ditulis 

au 

Qaul 

 

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat أعدت

 ditulis la’in syakartum إلن شكرمت

 

III. Kata Sandang Alif +Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 

 ditulis Al-Qur’ān القرآن 

 



 
 

xii 
 

 ditulis al-Qiyās القياس

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l 

(el)nya. 

 

 ditulis ar-Risālah الرسالة 

 ’ditulis an-Nisā النساء

 

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 

 ditulis Ahl ar-Ra’yi الرأي   أهل 

 ditulis Ahl as-Sunnah السنة  أهل 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penerapan sistem negara hukum yang digunakan oleh negara Belanda yang 

mana biasanya di sebut dengan rechtstaat diadopsi oleh Indonesia. 

Dibuktikan dalam penjelasan umum UUD 1945 yang lama sebagaimana 

dalam angka I dinyatakan bahwa: “Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan atas hukum (rechtstaat).”1 Negara hukum akrab dengan sistem 

demokrasi hal itu dimaksudkan untuk melindungi hak-hak setiap warga 

negara. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik 

dipegang oleh rakyat secara langsung atau melalui wakil yang dipilih secara 

bebas dan adil dalam pemilihan umum.  

Demokrasi sering kali diwujudkan melalui pemilihan umum, dan bisa 

dikatakan bahwasannya pemilihan umum yang terjadwal dan berkala itu 

merupakan salah satu ciri negara yang demokrasi di mana rakyat memiliki 

kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga 

pemerintahan. Pemilihan umum adalah mekanisme yang mendasar dalam 

demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk secara langsung. 

Salah satu cara yang sangat prinsipil untuk melaksanakan hak asasi 

warga negara adalah dengan pelaksanaan pemilihan umum (general 

election). Jika pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan

 
1 Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia (Bandung: Rosda, 2014), hlm. 75. 
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umum, memperlambatnya tanpa persetujuan wakil rakyat, atau tidak 

melakukan apa-apa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum 

sebagaimana mestinya adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi warga 

negara.2 

Saat international commission of jurist di Bangkok pada tahun 1965 

merumuskan bahwasannya “penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas 

merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi 

perwakilan di bawah rule of law” adalah merupakan peruwujudan dari    

demokrasi.3 Seperti yang kita ketahui bahwasannya negara Indonesia adalah 

negara yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia 

yang mana setiap orang memiliki hak kebebasan tanpa dibeda-bedakan 

sama hal nya dalam pemilihan umum ini setiap orang bebas menentukan 

pilihannya menggunakan hak suara nya siapapun itu termasuk presiden 

namun ketika seorang presiden berpartisipasi dalam pemilihan umum di 

negara dengan sistem demokrasi, penting bagi presiden untuk tetap netral. 

 Namun kenyataannya pada tahun 2024, presiden dengan terang-

terangan memberikan dukungan terhadap kandidat tertentu seperti yang 

telah terjadi pada saat pemilihan umum 14 Februari tahun 2024 lalu. 

Presiden Jokowi memberikan dukungan terhadap pasangan calon nomor 

urut 2, hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti ikatan politik, 

 
2 Jimly Asshidiqqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II (Jakarta: Konstitusi 

Press, 2006), hlm. 172. 

 

 3 Abdul Bari Azed, Sistem-Sistem Pemilihan Umum (Depok: Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, 2000), hlm. 1. 
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kesamaan ideologi, atau pertimbangan strategis lainnya. Meski tidak secara 

langsung menyebut nama atau pasangan calon tertentu, jika Jokowi 

menyampaikan dukungan terhadap kebijakan atau ideologi yang sejalan 

dengan visi misi paslon nomor urut 2, ini bisa dianggap sebagai bentuk 

dukungan tidak langsung.4 

Hal yang sama saat Jokowi menghadiri acara atau memberikan 

penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan paslon nomor urut 

2. Meskipun tidak secara langsung mendukung paslon, kehadiran Jokowi 

dalam acara yang melibatkan tokoh dari partai atau koalisi yang mendukung 

paslon nomor urut 2 dapat dilihat sebagai bentuk keberpihakan atau 

dukungan yang tidak langsung. 

Jokowi juga pernah menyampaikan beberapa pujian kepada Prabowo 

Subianto, terutama setelah keduanya menjalin hubungan politik pasca-

Pemilu 2019, ketika Prabowo bergabung dengan kabinet Jokowi sebagai 

Menteri Pertahanan. Jokowi dapat memberikan apresiasi terhadap kinerja 

Prabowo sebagai menteri atau pemimpin yang berhasil dalam aspek 

tertentu, yang bisa dilihat sebagai dukungan terhadap pencalonan Prabowo 

di Pemilu 2024. 

 
4 Surya Dua Artha Simanjuntak, Harian Jogja, “Coblosan Tinggal Beberapa Hari, Sinyal 

Dukungan Jokowi untuk Calon 02 Kian Menguat” 31 Januari 2024 

https://pemilu2024.harianjogja.com/read/2024/01/31/643/1163370/coblosan-tinggal-beberapa-

hari-sinyal-dukungan-jokowi-untuk-calon-02-kian-menguat?utm_source=chatgpt.com di akses 

pada 8 Februari 2025 

https://pemilu2024.harianjogja.com/read/2024/01/31/643/1163370/coblosan-tinggal-beberapa-hari-sinyal-dukungan-jokowi-untuk-calon-02-kian-menguat?utm_source=chatgpt.com
https://pemilu2024.harianjogja.com/read/2024/01/31/643/1163370/coblosan-tinggal-beberapa-hari-sinyal-dukungan-jokowi-untuk-calon-02-kian-menguat?utm_source=chatgpt.com
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Banyak negara yang mempunyai aturan dan norma yang 

mengharuskan presiden untuk menjaga netralitas dalam proses 

pemilihan umum. Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pejabat 

negara boleh memihak dan ikut berkampanye dalam pemilu memicu 

kontroversi.  

Pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam hal 

bahwasannya Presiden boleh berkampanye dan juga memihak dalam 

pemilihan umum namun harus dipastikan tidak menggunakan fasilitas 

negara saat melaksanakan kampanye tersebut dan di dalam pernyataan 

tersebut Presiden juga mengatakan bahwa dirinya adalah pejabat publik 

sekaligus pejabat politik yang ditegaskan lagi bahwa sebagai Presiden, 

dirinya memiliki tugas juga sebagai pejabat publik sehingga tentunya 

juga melibatkan dirinya dalam hal berpolitik.5 Seorang Presiden 

tentunya juga merupakan Chief Executive Officer atau CEO di dalam 

sebuah negara yang mana merupakan jabatan paling tertinggi yang ada 

di dalam struktur pemerintahan negara. 

Hal tersebut tentunya telah  diatur dalam  aturan tertentu di masing-

masing negara seperti di Indonesia sendiri yang mana ada Pasal yang 

telah mengatur tentang asas pemilu yang mengharuskan pemilihan 

umum dilakukan di Indonesia harus sesuai dengan asas pemilu yaitu 

 
5 detik sulsel, “Ini Aturan Presiden Boleh Kampanye-Memihak Yang Disebut Jokowi,” 

January 24, 2014, 4, https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7157946/ini-aturan-presiden-boleh-

kampanye-memihak-yang-disebut-jokowi diakses pada 24 Mei 2024. 
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langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hal tersebut di atur dalam 

UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi “Pemilihan umum 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

setiap lima tahun sekali”6 maka dari Pasal tersebut bisa kita simpulkan 

bahwasannya di dalam pemilihan umum itu sendiri harus adanya sifat 

netralitas yang kita perlihatkan apalagi sebagai pejabat negara. 

Aturan lain juga telah di atur agar aparatur sipil negara harus netral 

dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yaitu yang diatur dalam 

Pasal 2 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

yang berbunyi “Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas 

dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak 

memihak kepada kepentingan tertentu.”7 Undang-undang tersebut telah 

mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan peraturan terbaru 

yang mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN di Indonesia. UU ini 

membawa perubahan yang sangat penting dalam pengelolaan 

kepegawaian, baik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  

Sama hal nya dengan undang-undang yang lama di dalam undang-

undang yang baru ini juga mengatur terkait dengan kenetralan seorang 

 
6 “Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945,” t.t., Pasal 22E. 

 
7 “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” Pasal 2. 
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ASN dalam pemilihan umum. Pasal yang mengatur tentang netralitas 

ASN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah Pasal 2 

huruf f dan Pasal 9 ayat 2. Pasal 2 huruf f menjelaskan bahwa 

penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada asas 

netralitas, yaitu setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk 

pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar 

kepentingan bangsa dan negara. Pasal 9 ayat 2 menambahkan bahwa 

pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan 

dan partai politik. 

Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya ASN harus bersikap netral 

karena jika tidak hal itu dapat membuat demokrasi tidak berjalan dengan 

baik karena bisa mempengaruhi suara bagi masyarakat sedangkan ASN 

saja sudah berpengaruh kepada masyarakat apalagi pejabat negara yang 

sering lebih dikenal oleh masyarakat banyak terutama kepala negara 

maka bisa dikatakan bahwa seorang presiden sebagai kepala negara 

harus bisa bersikap netral atau tidak berpihak. 

Keadaan lain ada aturan yang mengatakan seorang presiden juga 

mempunyai hak untuk melakukan kampanye yaitu pada Pasal 299 ayat 

(1) Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang 

mana Pasal tersebut berbunyi “Presiden dan wakil Presiden mempunyai 

hak melaksanakan kampanye.”8 Tetapi dalam pasal a quo penafsirannya 

 
8 “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Pasal 299. 
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masih rancu sehingga tidak terlalu jelas tentang seorang presiden 

tersebut boleh berkampanye hanya untuk dirinya sebagai calon presiden 

untuk periode berikutnya atau untuk calon presiden lain yang akan 

dipilih dalam pemilihan selanjutnya Pasal ini juga berkaitan dengan 

Pasal 281 Undang-Undang No 7 tahun 2017 yang mengatakan tentang 

persyaratan seorang presiden untuk ikut melakukan kampanye. Maka 

sebab itu, dalam penelitian ini, penulis akan membahas beberapa hal 

yang berhubungan dengan keberpihakan presiden dalam pemilihan 

umum dengan merumuskan beberapa pokok masalah.  

Berdasarkan atas latar belakang di atas, maka peneliti akan 

melakukan penelitian dengan judul PENAFSIRAN HUKUM 

TERHADAP PASAL 299 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 

7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS: 

KEBERPIHAKAN PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM 

TAHUN 2024). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan pada 

penelitian ini di antaranya: 

1. Bagaimana batasan ruang gerak presiden untuk melakukan 

keberpihakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan 

penafsiran atas Pasal 299 Undang-Undang No7 tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum? 
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2. Bagaimana keberpihakan presiden dalam pemilihan umum tahun 

2024 menurut prespektif maslahah mursalah? 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk menguraikan batasan ruang gerak presiden untuk 

melakukan keberpihakan dalam pemilihan umum tahun 2024 

berdasarkan penafsiran hukum atas Pasal 299 undang-undang 

nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum 

b. Untuk menjelaskan konsep maslahah mursalah dalam isu yang 

terkait dengan keberpihakan presiden dalam pemilihan umum 

tahun 2024 

D. Kegunaan penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan 

pengetahuan bagi para pembaca tentang kajian hukum khusus nya 

terkait dengan isu tentang keberpihakan presiden dalam 

pemilihan umum tahun 2024 sehingga dapat mengkaji lebih kritis 

dan serius terhadap hal yang terkait penelitian ini juga diharapkan 

dapat menambah koleksi karya ilmiah di dalam dunia Pendidikan 

dan menjadi sebuah kontribusi penulis dalam membahas dan 

mengangkat isu tentang ketatanegaraan di Indonesia. 
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2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah 

tentang penafsiran Pasal 299 yang berkaitan dengan keberpihakan 

presiden dalam pemilihan umum dengan menilai sesuatu yang 

menjadi seharusnya dan memiliki tingkaat relevansi 

permasalahan secara konseptual 

E. Telaah Pustaka 

Tidak bisa dipungkiri bahwasannya dalam menyusun gagasannya penulis 

tentu akan memerlukan tunjangan literatur yang di jadikannya sebagai 

sebuah acuan untuk penelitian. Maka setelah penulis menelusuri berbagai 

macam literatur mengenai tema dan judul “Penafsiran Hukum Terhadap 

Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum (Studi Kasus: Keberpihakan Presiden Dalam Pemilihan 

Umum Tahun 2024)” maka tidak ditemukan penelitian terdahulu yang 

membahas atau mengangkat isu yang serupa dengan isu yang akan dibahas 

oleh penulis dikarenakan merupakan isu baru meskipun permasalahan 

tersebut sudah terbilang lama dan dinilai bersifat klasik. Namun tentu saja 

penulis juga menemukan beberapa literatur yang menjadi sebuah bahan 

perbandingan dan rujukan oleh penulis: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sirwanto dari Universitas 

Islam Negri Fatmawati Soekarno Bengkulu dalam tesis berjudul “Asas-Asas 

Pemilihan Umum Pada Undang-Undang Dan Konstitusi Dalam Perspektif 

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
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1945.”9 Dalam tesis tersebut menyinggung tentang beberapa dari asas yang 

terdapat dalam pemilihan umum khususnya asas langsung dan umum yang 

mana membahas tentang sejauh mana asas-asas pemilu mampu 

membimbing lahirnya norma hukum pemilu untuk menghasilkan wakil 

rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis, sedangkan perbedaan 

dengan penelitian ini adalah di dalam tulisan ini lebih berfokus kepada satu 

asas pemilihan umum saja yaitu asas adil yang dilihat dari sikap kepala 

negara Ketika melakukan keberpihakan dalam pemilihan umum. 

Kedua, karya tulis ilmiah berbentuk artikel jurnal yang di tulis oleh 

Intan Permata Sari yang berjudul “Keberpihakan media dalam pemilihan 

presiden 2014”10   dalam tulisan ini penulis lebih berfokus kepada 

keberpihakan media kepada salah satu kandidat calon presiden dan wakil 

presiden yang terpilih pada saat pemilihan umum tersebut. Perbedaan 

dengan penelitian ini adalah bahwasannya dalam tulisan ini penulis lebih 

berfokus kepada keberpihakan seorang presiden terhadap salah satu paslon 

yang akan dipilih oleh rakyat.  

Ketiga, karya tulis ilmiah berbentuk artikel jurnal yang ditulis oleh 

Muh. Sadli Sabir yang berjudul “Netralitas aparatur sipil negara dalam 

 
9 Sirwanto, “Asas-Asas Pemilihan Umum Pada Undang-Undang dan Konstitusi Dalam 

Perspektif Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Tesis, 

Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, 2022), hlm. 3. 

 
10 Intan Permata Sari, “Keberpihakan Media Dalam Pemilihan Presiden 2014,” Jurnal 

Penelitian Komunikasi Vol. 21, No. 1 (Juli 2018): hlm. 78. 
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pemilihan umum.”11 dalam penelitian ini penulis lebih berfokus kepada hak 

politik aparatur sipil negara dalam pemilihan umum yang merupakan hak 

yang telah diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Perbedaaan dengan tulisan 

yang akan disusun adalah penelitian ini lebih terfokus kepada netrallitasnya 

seorang presiden dalam pemilihan umum terkhusus presiden saja aparatur 

sipil negara yang lain tentu tidak terlalu disinggung didalam tulisan ini. 

Keempat, karya tulis ilmiah yang berbentuk artikel jurnal yang di tulis 

oleh Muhammad Abdul Aziz dan Tomy Michael yang berjudul “Netralitas 

Gubernur dalam Pemilihan Umum.”12 Dalam penelitian ini penulis lebih 

berfokus kepada sikap seorang gubernur yang harus netral dalam pemilu 

tetapi masih banyaknya pejabat publik seperti gubernur yang masih 

menggunakan kekuasaannya untuk membantu rekannya. Perbedaan dengan 

tulisan yang akan disusun oleh penulis adalah dalam tulisan ini lebih 

meneliti keberpihakan seorang kepala negara yang seharusnya bisa netral 

dalam pemilu. 

Kelima, karya tulis ilmiah yang berbentuk artikel jurnal yang ditulis 

oleh Abdhy Walid Siagian, Fadhillah Arinny, Mareta Puri Nur Ayu Ningsih, 

Trisna Septyan Putri yang berjudul “Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara”13 dalam 

 
11 Muh. Sadli Sabri, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum,” Al-

Ahkam, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 5, No. 1 (2023): hlm. 31. 

 
12 Muhammad Abdul Aziz dan Tomy Michael, “Netralitas Gubernur Dalam Pemilihan 

Umum,” ’Adalah, Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 3 (2020): hlm. 50. 
13 Abdhy Walid Siagian dkk., “Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara,” Civil Service Vol. 16, No. 2 (November 2022): hlm. 46. 



12 
 

 
 

penelitian ini lebih memfokuskan kepada pentingnya netralitas ASN yang 

ditinjau dari hak memilih dan dipilih juga membahas terkait asas netralitas 

dalam pemilu. Perbedaan dengan tulisan yang akan disusun adalah 

bahwasanny dalam penelitian ini hanya berfokus kepada netralitas seorang 

presiden. 

F. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoti digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab masalah-

masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori-teori 

berikut ini: 

1. Teori Penafsiran Hukum 

Teori penafsiran hukum adalah cabang dalam ilmu hukum yang 

membahas tentang metode dan pendekatan yang digunakan untuk 

menafsirkan teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan 

pengadilan. Tujuannya adalah untuk memahami maksud dan ruang 

lingkup dari teks hukum tersebut agar dapat diterapkan dengan benar 

dalam situasi konkret. 

Indeterminasi hukum menekankan harus adanya penafsiran hukum 

karena pada setiap penerapan hukum membutuhkan tindakan penafsiran, 

yang dimaksud dengan hukum itu adalah bagian ilmu kemanusiaan 

manusia merupakan subjeknya, maka penafsiran hukum bukan hanya 

untuk membaca ataupun mempraktikan saja yang sudah tertulis dan 

tentunya juga tidak hanya terus menerus menengok kebelakang yang 
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mendasarkan pada “originalisme” tetapi memahami dari arti luas makna 

teks demi penghormatan martabat manusia.14 

Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk 

dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis, dimana sebuah adagium yang 

menyebutkan bahwa membaca hukum adalah menafsirkan hukum.15 

Pendekatan penafsiran hukum yang digunakan dapat bervariasi 

tergantung pada konteks, yurisdiksi, dan kebijakan hukum yang relevan. 

Biasanya, pengadilan dan ahli hukum akan mempertimbangkan beberapa 

faktor dalam memilih metode penafsiran yang paling sesuai untuk kasus 

tertentu. 

2. Maslahah Mursalah  

Menurut ahli bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah 

dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang 

berarti mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan. Sementara kata 

"mursalah" berarti bebas dan tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an 

dan al Hadits) yang mengizinkannya atau melarangnya. Abdul Wahab 

Khallaf mengatakan bahwa maslahah mursalah adalah jenis maslahah di 

mana syari' tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan maslahah 

 
14 Dr. Diah Imaningrum Susanti, S.H., M, Hum. M.Pd. Penafsiaran Hukum: Teori Dan 

Metode, cetakan pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.16-17. 

 
15 Agus Priono Widodo T., Novianto I Gusti Ayu Ketut, and Rachmi Handayani, “Penerapan 

Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi 

Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik),” Jurnal Pasca Sarjana 

Hukum UNS V Nomor 2 (July 2, 2017): hlm.121. 
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tersebut, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa maslahah tersebut 

diakui atau dibatalkannya.16 

Mashlahah secara teoritik sering dipahami secara parsial saja, 

termasuk oleh para pemikir hukum. Setelah sekian lama, mashlahah tidak 

dipahami dari sudut pandang filsafat ilmu. Dalam setiap aturan 

hukumnya, al-Syâri' menyebarkan maslahah sehingga muncul kebaikan 

dan kemanfaatan dan menghindari keburukan, yang menghasilkan 

kemakmuran dan kesejahteraan di dunia dan kemurnian pengabdian 

kepada Allah.17 

Hukum Islam mengatakan, Maslahah Mursalah adalah suatu 

konsep yang berkaitan dengan kemaslahatan yang tidak terikat oleh 

ketentuan hukum yang jelas dan tidak memiliki dalil syara' yang spesifik 

untuk menolak atau mendukungnya. Dalam teori hukum Islam, 

Maslahah Mursalah dianggap sebagai suatu metode hukum yang 

mempertimbangkan adanya keuntungan yang dapat diakses secara umum 

dan kepentingan yang tidak terbatas. 

G. Metode Penelitian 

Memperoleh data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode berikut ini: 

 
16 Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Cet-8, terjemahan Noer Iskandar Al-

Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123. 

 
17 Hasnan Bachtiar, “Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam,” Ulumuddin Vol. IV, 

No. III (Juni 2009): hlm. 277. 
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1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang 

mengkaji suatu permasalahan hukum terhadap peraturan perundang-

undangan atau yang didapatkan dalam studi kepustakaan.18 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriftif-analisis. Adapun deskriftif-analisis ̀ tersebut 

ialah sebuah analisis yang menggunakan cara melakukan analisa, 

mendeskripsikan, dan melakukan sebuah penjabaran. Penelitian ini 

memberi gambaran yang tepat tentang relevansi dengan penelitian yang 

akan dibahas lalu dianalisa agar mendapatkan kesimpulan guna mengatasi 

masalah yang ada dalam penelitian tersebut.  

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan 

peraturan perundang-undangan digunakan sebab pendekatan peraturan 

perundang-undangan memberikan kerangka untuk menganalisis Pasal 299 

UU Pemilu dengan lebih mendalam, mempertimbangkan teks, konteks 

sistem hukum, tujuan undang-undang, dan konsekuensi dari penerapan 

hukum tersebut juga membantu memahami secara menyeluruh bagaimana 

pasal tersebut seharusnya diterapkan dalam konteks hukum dan tujuan 

pemilu yang bebas dan adil.  

 
18 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 

47-48. 
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Pendekatan konseptual digunakan karena memungkinkan peneliti 

untuk menggali dan memahami konsep-konsep penting seperti 

keberpihakan, netralitas, kewenangan presiden, dan prinsip-prinsip 

demokrasi yang berkaitan dengan Pemilu dan tentunya akan lebih mudah 

untuk merumuskan pandangan yang jelas tentang bagaimana Pasal 299 UU 

Pemilu harus diterapkan, serta memberikan kerangka teoritis untuk 

menganalisis perilaku presiden dalam konteks pemilu yang adil dan bebas. 

Pendekatan ini juga memberikan landasan yang kuat untuk mengeksplorasi 

tindakan presiden selama Pemilu 2024 sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

dan etika politik yang ada. 

4. Jenis Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dari dua sumber 

penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut 

adalah sumber-sumber data yang diperoleh di dalam penelitian ini: 

a. Bahan hukum primer 

1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republic 

Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan 

umum 

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara 

b. Bahan hukum sekunder: 
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Bahan baku sekunder yang bersumber dari kepustakaan dan 

dokumen publikasi contohnya buku, artikel jurnal, skripsi, dan 

tesis 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara melalui studi dokumen. Yang dilakukan dengan cara 

menganalisis dan mengkaji dari berbagai sumber data yang telah di bahas 

atau di dapatkan yang pembahasannya sama dengan yang dibahas di dalam 

pembahasan ini hal tersebut baik dari sumber data primer ataupun dari 

sumber data sekunder yang relevan teralhir akan di tarik kesimpulannya. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, sebagai 

berikut: 

Bab pertama, pada bagian ini adalah merupakan sebagai bab 

pendahuluan yang mana di dalamnya terdapat latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metedologi penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, pada bagian ini adalah merupakan bab yang membahas 

tentang teori-teori yang akan digunakan oleh penulis untuk mengkaji serta 

membahas lebih dalam mengenai pembahasan pada tulisan tentang 

keberpihakan presiden dalam pemilihan umum tahun teori-teori yang ada 

tersebut akan diselaraskan dan dijadikan sebagai pendukung didalam tulisan 
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yang mana berisikan tentang tinjauan presfektif masalah mursalah dan juga 

penafsiran hukum. 

Bab ketiga, tinjauan umum tentang netralitasnya seorang kepala 

negara dalam pemilihan umum di Indonesia, ruang gerak presiden untuk 

melakukan keberpihakan dalam pemilihan umum dan juga akan mengaitkan 

hal tersebut dengan Pasal lain yang juga terdapat dalam undang-undang 

nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mana penafsirannya 

bertentangan dengan Pasal 299 tersebut juga akan mengaikat kan dengan 

aturan hukum lainnya. 

Bab kempat, pada bagian ini adalah merupakan bab yang mana 

didalam nya membahas tentang analisis mengenai konstitusionalitas 

seorang presiden melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan 

calon presiden dan wakil presiden di dalam pemilihan umum sesuai dengan 

undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.   

Bab kelima, yaitu penutup, yang akan menguraikan kesimpulan dari 

hasil penelitian serta saran yang timbul dari hasil penelitian.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum berperan sebagai instrumen hukum yang krusial dalam menjaga 

integritas pemilu khususnya Presiden. Ketentuan ini dirancang untuk 

memastikan adanya keseimbangan dalam kompetisi politik serta menjadi 

mekanisme checks and balances guna mengontrol kewenangan 

eksekutif. Dalam penerapannya, Pasal 299 memiliki keterkaitan erat 

dengan Pasal 231 dan 232 yang secara bersama-sama membangun 

kerangka hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan 

sumber daya negara dalam pemilu. Presiden memiliki ruang gerak dalam 

kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk 

melalui pernyataan publik, kebijakan strategis, atau kunjungan kerja 

yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon 

tertentu. Namun, keberpihakan presiden dalam pemilu dapat mengancam 

prinsip LUBER JURDIL yang dijamin oleh UUD 1945, menciptakan 

ketimpangan dalam persaingan politik, serta berisiko menurunkan 

legitimasi hasil pemilu. Meskipun terdapat tantangan dalam penegakan 

aturan ini, seperti kesulitan pembuktian dan hambatan politik, 

pengawasan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil dan 

media, serta pemanfaatan teknologi, menjadi faktor penting dalam 

menjaga transparansi dan kredibilitas demokrasi di Indonesia 
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2. Analisis keberpihakan presiden dalam perspektif maslahah mursalah 

menunjukkan bahwa tindakan keberpihakan dapat menimbulkan 

dampak signifikan terhadap sistem demokrasi dan kemaslahatan 

umum. Ditinjau dari tiga aspek utama - dharuriyat (kebutuhan primer), 

hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyat (kebutuhan tersier) - 

keberpihakan presiden berpotensi menciderai stabilitas politik, 

efektivitas pemerintahan, dan kepercayaan publik. Meskipun 

keberpihakan presiden terhadap kemaslahatan umum dapat 

memberikan dampak positif seperti peningkatan kesejahteraan dan 

penguatan sistem demokrasi, namun keberpihakan dalam konteks 

politik praktis justru dapat menimbulkan dampak negatif berupa 

kesenjangan sosial, penurunan kualitas pelayanan publik, dan 

melemahnya sistem checks and balances. Oleh karena itu, menjaga 

keseimbangan antara kemaslahatan dan netralitas menjadi kunci 

penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, dengan 

presiden berperan strategis dalam mengawal proses demokrasi agar 

tetap berada dalam koridor konstitusional dan berorientasi pada 

kepentingan public 

B. Saran  

Berdasarkan pembahasan yang telah dianalisis, beberapa saran yang 

diberikan terkait keberpihakan presiden dalam pemilihan umum tahun 2024: 
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1. Penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum harus 

dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Hal ini mencakup 

pembentukan tim pengawas independen yang bekerja 24/7 selama 

masa kampanye, serta penerapan sistem pelaporan digital yang 

terintegrasi untuk memudahkan proses dokumentasi pelanggaran. 

Sanksi yang diberikan harus bersifat progresif, mulai dari teguran 

tertulis hingga pemberian denda administratif yang substansial. 

2. Peran masyarakat dan media sebagai watchdog demokrasi perlu 

diperkuat melalui pembentukan jaringan pemantau pemilu berbasis 

komunitas di setiap daerah. Penggunaan platform digital dan aplikasi 

khusus dapat memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan 

pelanggaran secara real-time, dilengkapi dengan fitur unggah bukti 

foto dan video. Media massa juga perlu didorong untuk melakukan 

peliputan investigatif yang mendalam terkait isu-isu netralitas. 

3. Regulasi yang ada perlu diperbarui dengan mencantumkan definisi 

yang lebih detail tentang bentuk-bentuk pelanggaran netralitas. Ini 

termasuk kategorisasi jenis pelanggaran (ringan, sedang, berat), 

standar pembuktian yang jelas, jangka waktu penanganan perkara, 

serta mekanisme banding yang transparan. Prosedur penjatuhan sanksi 

juga harus dilengkapi dengan timeline yang tegas dan terukur. 

4. Sistem checks and balances dapat diperkuat melalui pembentukan 

komisi khusus yang terdiri dari berbagai unsur (akademisi, praktisi 

hukum, dan tokoh masyarakat) untuk mengawasi netralitas birokrasi. 
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Perlu ada mekanisme pelaporan berkala tentang aktivitas presiden 

yang berkaitan dengan pemilu, serta audit independen terhadap 

penggunaan fasilitas negara selama masa kampanye. 

5. Program pendidikan politik untuk masyarakat perlu dirancang secara 

komprehensif, meliputi seminar, workshop, dan kampanye media 

sosial yang interaktif. Materi yang disampaikan harus mencakup 

pentingnya netralitas dalam demokrasi, dampak pelanggaran netralitas 

terhadap kualitas pemilu, serta cara-cara praktis bagi masyarakat untuk 

ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran.
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